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PENGANTAR PENULIS

Puji syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadirat Al-
lih, SWT, yang telah memberikan rahmad, hidayah dan karunia-
Ny sehingga Penulis mampu menyelesaikan buku yang sangat
sedarhana inl. Buku ini berjudul: PENEGAKAN HUKUM PERS,
mimbahas Hukum Pers materiil dan penegakan hukumnya.
Ferlunya penegakan hukum pers karena pada era reformasi
sehatang inl jaminan kebebasan dan kemerdekaan pers di Indo-
fesla telah mendapat perlindungan baik dalam konstitusi (UUD
1945 ) maupun dalan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan kemerdekaan dan kebebasan pers tetap harus
memperhatikan rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam
Peraturan perundang-undangan. Di samping itu pelaksanaan
kemerdekaan dan kebebasan pers juga dibatasi oleh hak asasi
ihanusia (HAM). Dalam menjalankan kerja jurnalistik setiap insan
POEs dan lembaga penerbitan pers tidak boleh melanggar hak
Aiani lain, tidak boleh bersifat fitnah atau menyebarkan
hebioriclan atas dasar SARA atau menebarkan kebencian kepada
pngiase (Pemerintah).

Apabila lembaga penerbitan pers melakukan pelanggaran
dalam menjalankan kerja jurnalistik, maka harus bertanggung
Iawab secars hukum dan etika. Tanggung jawab hukum tersebut
dapit berupa tanggung jawab pidana dan tanggung jawab
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perdata. Pihak yang dirugikan oleh pemberitaan pers dapat
menuntut kepada lembaga penerbitan pers dan wartawan baik
secara pidana dan perdata, serta dapat melaporkan kepada
Dewan Pers untuk diadili secara etika. Jadi, kemerdekaan dan
kebebasan pers harus dijalankan dengan memperhatikan
hukum, HAM dan Kode Etik Jurnalistik yang berlaku bagi insan
pers dan lembaga penerbitan pers.

selesainya penulisan buku ini tidak lepas dari bantuan
berbagai pihak yang telah memberikan kritik, saran dan masukan
yang sangat konstruktif. Kritik, saran, dan masukan tersebut
tentu dapat memicu Penulis untuk terus berkarya menerbitkan
buku-buku hukum lainnya. Penulis mengucapkan terima kasih
kepada Penerbit LaksBang Group yang berkenan menerbitkan
buku ini sehingga sampai di tangan pembaca. Akhirnya dengan
segala kerendahan hati Penulis haturkan buku ini ke hadapan
Pembaca dengan harapan dapat bermanfaat bagi dunia
akademis dan praktik, khususnya mengenai Penegakan Hukum
Pers di Indonesia.

samarinda, 20 Desember 2014
salam Penulis,

Dr. Drs. H. Irman Syahriar, $.H., M.Hum.

PENGANTAR EDITOR

Kebebasan dan kemerdekaan pers pada era Orde Baru
sungat dibatasi dan bahkan tidak dijamin sama sekali. Apabila
pers melakukan kritik terhadap pemerintah atau membuat berita
YN dinllal menebar kebencian kepada penguasa, maka tidak
syl lagl lembaga penerbitan pers bersangkutan akan dibreidel.
Werdasarkan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun

1006 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers, Pemerintah
dapat melakukan breidel terhadap pers. Melalui Peraturan
Menterl Penerangan diatur bahwa terhadap lembaga pers dapat
Wilakukan pencabutan SIUPP (Surat ljin Usaha Penerbitan Pers).
Pancabutan SIUPP tersebut sama artinya dengan mematikan
pirs, karena jika SIUPP dicabut maka lembaga pers tidak dapat
T T AT

Ketlka era reformasi bergulir, maka salah satu kebijakan yang
diambil Pemerintah adalah memberikan jaminan atas kebebasan
dih kemerdekaan pers. Lembaga SIUPP yang dulu diatur dalam

Baraluran Menteri Penerangan kemudian ditiadakan. Disamping
Wis, dilakukan reformasi terhadap undang-undang pers melalui
perbentukan Undang Undang Nomeor 40 Tahun 1999 Tentang
Burs. Melalul Undang-undang baru tersebut diberikan jaminan
stas kemerdekaan dan kebebasan pers. Demikian pula dalam
LI 1945 diberikan jaminan atas kemerdekaan dan kebebasan
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pers. Implikasinya adalah pers dapat memberitakan segala
cesuatu tanpa harus takut dibreidel oleh Penguasa.

Kebebasan dan kemerdekaan pers tersebut ternyata
berimbas pada arogansi lembaga penerbitan pers, yakni
membuat suatu berita secara bebas seakan-akan tidak ada
sesuatu yang membatasi. Fenomeda demikian sudah barang
tentu memberikan dampat negatif bagi masyarakat, karena
seringkali dirugikan oleh lembaga penerbitan pers. Sementara
hak jawab yang dipunyai masyarakat tidak sepenuhnya
diakomodasi oleh lembaga penerbitan pers. Oleh karena itulah
belakangan sering terjadi kasus tuntutan terhadap pers akibat
pemberitaan yang merugikan pihak ketiga, baik tuntutan pidana
faupun perdata.

guku yang ditulis oleh Dr. Drs. H. Irman Syariar, S.H.,
M.Hum., ini membahas penegakan hukum pers manakala terjadi
pelanggaran oleh pers yang merugikan masyarakat. Di samping
itu, juga diulas fenoma penegakan hukum pidana terhadap
pelanggaran delik pers oleh lembaga penerbitan pers. Maraknya
penegakan hukum tersebut menimbulkan kesan terjadinya

“kriminalisasi pers” yaitu suatu upaya menggunakan instrument
hukum pidana untuk menangani setiap kasus pelanggaran pers.
fleberapa ketentuan dalam hukum pers materiil juga dibahas
dalam buku ini, sehingga layak untuk dijadikan referensi oleh
para akademisi dan praktisi dalam mermahami Penegakan Hukum

Pars di Indonesia.

pPalangkaraya, 28 Desember 2014
Salam Editor,

Dr. Ahmad Dakhoir, SHI, MHI.

Dosen IAIN Palangka Raya = Kalimantan Tengah

vi

1.1

1.2,

JAMINAN KEMERDEKAAN PERS DI INDONESIA ...
21

i

44
44

45

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS ...ocovimmemmiirisnismisnessnarsnsnnnnans
PENCGANTAR EDITOR ....ovvvonienminiinmmsainmnnarssssasssnnnns s

BIAPTAR 151 oooveiiiinmiinsmmmismsnsirssnmnnieassnssnnsnsnrnnanssnssssnsass
PENDAHULUAN ...oiiinimmiinimrmnsrasrsnsssnsrnsnnnnnanassi

Latar Belakang . ..cocorimsmreranmssnresetsiiissanasns
Metode PenuliSan .........oooismmmmsrmmnnasssssoninn

Peranan Pemerintah dalam Menjamin
Kemerdekaan PEIS ..eicmmeissssmssnms samsasains

Sikap Pemerintah terhadap Kemerdekaan

...............................

fatas-Batas Kemerdekaan Pers.....cccceemiseen

Potensi Kendala terhadap Kebebasan
¢ T e T ep———

Marapan terhadap Pers dan Kenyataan Pers
O INDONBSIA o.yoerierniisassssmsnassisammarsnzasinsnssssons

2.5.1. Kemerdekaan Pers ......... iy
2.5.2. Kriminalisasi Pers ......ccccmesmmmearscssin

13

13

15




Dr. Drs. H. Irman Syahriar, 5.H., M.Hum Deftar si

IN s Ay s b e s
BAB Il - PROFIL PERS INDONES| *: WAR VI TANGGUNG JAWAB DAN SANKSI PERS ... 85
3.1. Pers Indonesia: Overacting, Berlebihan dan
N N s S A SR LA L e ) 41 /1. Tanggung Jawab menurut tincang Undang
et L dan Kode Etik Jurnalistik ........................... 85
3.2. PersIndonesia dan Pornografi .................... 44 ;
/.4, Sanksi menurut Undang Undang Pers........ 89
3.3. Pers Indonesia dan Pencemaran Nama ; ;
L e e I e et 46 3. Sanksi menurut Kode Etik TRkt 92
3.4. Pers Indonesia dan Fenomena Wartawan HAB VIl URGENSI PENEGAKAN HUKUM PERS oo crensiyisise: 05
[ o BT CU i Rt S S 46 8.1, Hukum Harus Ditegakkan terhadap Pers ... 95
BAB IV KOMPETENS!I WARTAWAN .......covvvrrenrererecnnaan, 49 4.4, Penggunaan Jalur Hukum terhadap Pers ... 96
4.1. Pengertian Kompetensi Wartawan ............. 49 %3 Memperkuat Eksistensi UU Pers: Putusan
4.2. Standarisasi Profesi Kewartawanan ............ 50 Mahkamah Agung Jadi Yurisprudensi........ 4
4.3. Pentingnya Profesionalisme Wartawan ...... 50 HARIX  PENEGAKAN HUKUM DAN JAMINAN
4.4. Performance Media Daerah ...........cccc....o... 52 REMERDEKAAN PERS ...............ccooncenscrinscviconen. 103
4.5. Pedoman Penyebaran Media Cetak Khusus 9.1, Formulasi Penegakan Hukum dalam Ranah
Loy B e S e S S P SO - Undang-Undang Pers .................................. 103
9.4, Kondisi Kepolisian Menghadapi
BABV U DBEWANPERS ... s ass B8 Kemerdekaan Pers e e Ty e
51 :Ek;:jsten§i Dewan Pers dalam Sistem Pers - 9.2.1. Polisi dan Perlindungan Wartawan .. 106
O e S e b i e e L I i :
: 4 9.2.2. Pemeriksaan Wartawan dalam Delik
5.2. Sistem Pers e e L N e
5.3. Dewan Pers Penjaga Kemerdekaan Pers ..... 57 9.2.3. Pemanggilan dan Pemeriksaan
5.4. Penguatan Peran Dewan Pers .................... 64 Wartawan oleh Polisi ...................... 115
5.5. Pengaduan Masyarakat ke Dewan Pers........ 69 4.2.4, Standar Perlindungan Profesi
BAB VI PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM SENGKETA e : ' e
B L L BN e - #i&:3. Keterangan Ahli Dewan Pers......... 120
6.1. Perlindungan Kepentingan Umum .............. 79 A4 Interaksi Hakim dalam Kemerdekaan
6.2. Asas Perlindungan Hak Pribadi ................... 80 . _ s
9:9:1, Posisi HaKim ..........oo.enenniennvininnnn 123

I 6.3. Penyelesaian Melalui Hukum Perdata......... 81
#| 6.4. Penyelesaian Melalui Hukum Pidana .......... 81




Dr. Drs. M. lrman Syahrior, S.H., M.Hum
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BABX PENUTUP
LAMPIRAN: UU NO. 40 TH. 1999 TENTANG PERS
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB |
PENDAHULUAN

1.1, Latar Belakang

Sejak terjadi perubahan rezim pemerintahan orde baru ke
telotmasl, maka segala bentuk pembatasan mulai dihapuskan,
fonteh mulal diakui hak-hak sipil. Bukan berarti bahwa hak-hak
At muend lahir atau bentukan dari hukum. Paton dalam Peter
Mahimud Marzuki mengemukakan bahwa! esensi hak bukanlah
hekiasann yang dijamin oleh hukum, melainkan kekuasaan yang
Milaiiin oleh hukum untuk merealisasi suatu kepentingan.

Untuk menopang pendapat tersebut, Paton mengemu-
hukai bahwa kehendak manusia tidak bekerja tanpa maksud
Al (in vacuo) tetapi menginginkan tujuan-tujuan tertentu,
yallu kepentingan. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa
kapenitingan kepentingan adalah objek keinginan manusia.

Mal ini sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa
teitang Mak Asasi Manusia Pasal 19 yang berbunyi : “Setiap or-
A beirhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan
pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat
Hnis gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyam-

EOR Mt Maraukl, Pengantar imu Hukum, Kencana Prenada Media, 2008,
LY
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paikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan
dengan tidak memandang batas-batas wilayah”.

Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin
"remerdekaan berserikat dan berkumpul bagi setiap individu,
mehgeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan dan sebagainya
ditetapkan dengan Undang-Undang.” Kemerdekaan yang dimak-
cud adalah kebebasan untuk berorganisasi dan mengeluarkan
pendapat. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia kemer-
dekaan adalah? keadaan (hal) berdiri sendiri (bebas, lepas, tidak
terjajah lagi, dsb).

Kemerdekaan dalam mengeluarkan pendapat baik lisan
ataupun tulisan merupkan hak konstitusional yang telah
diberikan Undang-Undang Dasar 1945. Bentuknya dalam sebuah
kegiatan pers, dimana pada pemerintahan orde baru tidak ber-
kembang secara baik seperti saat ini. Akan tetapi perlu diketahui
bahwa kemerdekaan dan kebebasan pers ini juga dibatasi dan
dijamin dengan undang-undang agar dapat merealisasikan}
kewajiban.

Pengertian pers dibatasi pada pengertian sempit dan
pengertian luas, seperti dikemukakan oleh Oemar Seno Adji, Perss
dalam arti sempit seperti diketahui mengandung penyiaran-
penyiaran pikiran, gagasan ataupun berita-berita dengan jalan
kata tertulis. Sebaliknya, pers dalam arti yang luas memasukkan
di dalamnya semua media mass communications yang memans
carkan fikiran dan perasaan seseorang baik dengan kata-kata
tertulis mau pun dengan kata-kata lisan. Ditegaskan oleh Com
mission on The Freedom of The Press, bahwa: “If will be under-
stoad that we are using the term “press” to include all means of
communicating to the public newspapers, magazines,or books,

* http://kbbi.web.id/merdeka, diakses pada tanggal 5 september 2015

Pendahuluan

by radio broadcast, by television, or by films”.? ("Jika akan dipa-
harml bahwa kita menggunakan istilah” tekan “untuk memasuk-
kaf semua sarana berkomunikasi kepada publik surat kabar,
smiajalah, atau buku, oleh siaran radio, oleh televisi, atau dengan
fihim™)

Orede baru ingin mengarahkan pers kembali pada ideologi
pancasila. Halini dilakukan pada perumusan kebijakan orde baru
mendukung sepenuhnya pers Pancasila untuk berperan kembali
dalum masyarakat menyuarakan aspirasi rakyat yang sebelumnya
diluingkam oleh Soekarno (Masa Orde Lama). Pada awal Orde
Waru, pers aktif mengamankan dan membantu pemerintah
dalam menertibkan gejolak serta peristiwa yang ada dalam ma-
syarakat, baik dalam lingkup politik maupun dalam lingkup
kumasyarakatan sebagai kelanjutan dari sisa-sisa antagonism
Cdlo Lwma*

Pers mempunyai dua sisi kedudukan, yaitu pertama
i ipakan medium komunikasi yang tertua di dunia, dan kedua
ity subiagal lembaga masyarakat dan juga sistem politik. Sebagai
il komunikasi, pers harus sanggup hidup bersama-sama
dan beidampingan dengan lembaga-lembaga lainnya dalam
st kesorasian, Dalam hal ini, sifat hubungan antara satu sama
Ininnya tidak akan luput dari landasan falsafah dan ideologi yang
dlant aleh masyarakatnya dan juga struktur/sistem politik yang
IR

Pancasila sebagai sumber nilai merupakan norma bagi
hahildupan biernegara dan bermasyarakat serta individu. Sebagai
ik, Pancasila menjadi pusat nilai yang dapat dijadikan ukuran
btk biuaruik, indah tidak indah, benar salah terhadap segala sesua-

I bbb Gygatod, “Kobwbasan Pers Demokrasi vs REﬂUhﬂ”.Mﬂjﬂ‘ﬂh Sriwifoya, Vol.
A W 0 Tl 2008, Palembang Pusat Penelitian Universitas Sriwijaya, h.35.
Ll Pl bad ekl 2008, Demokrasi dan Kebebosan PersNol. 5 No. 1, Tahun 2008,
Db i bl Saiivis Pusat Pengkaji Pers, h. 45
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tu kewajiban kewarganegaraan kemasyarakatan dan individu di
Indonesia sebagai suatu norma.

pancasila merupakan alat yang dapat untuk menyeleksi
segala bentuk pengaruh baik dari dalam maupun dari luar,
berupa aliran, idiologi, pandangan hidup dan sebagainya. Sebagai
norma, Pancasila berfungsi sentral yang dapat mengembangkan
idiologi aliran ketulusan dan lain se bagainya yang berbeda-beda
agar dapat hidup serasi dan rukun.®

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
yang demaokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pen-
dapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi,
harus dijamin karena kesemuanya merupakan hak asasi manusia
yang paling hakiki. Penegakan dan jaminan terhadap hak-hak
tersebut sangat dibutuhkan dalam rangka mencegah terjadinya
tirani penguasa.”

Kemerdekaan berpikir dan berpendapat merupakan cirl
khas dari suatu Negara yang demokratis. Tanpa adanya jaminan
kemerdekaan berpikir dan berpendapat, kita tidak akan mampu

menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan

umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.’
Pertanggungjawaban kehidupan yang demokratis kepada
rakyat harus terjamin, begitupula sistem penyelenggaraan
negara yang transparan harus berfungsi mewujudkan keadilan
dan kebenaran. Kemerdekaan Pers dalam mencari dan menyam-

paikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan

kebebasan yang diperoleh dari Hak Asasi Manusia yang dijamin.
dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor: XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia,

s sunoto, Filsafat Pancasila, Hanindita, Yogyakarta, 1988, h.138
¢ yndang-Undang Nomor 40 Tahun 1909 Tentang Pers, Konsiderans, huruf {b).

T lbid

Pendahuluan

yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak berkomunikasi
dan memperoleh informasi.”

Kemerdekaan dan kebebasan pers telah dijamin dalam Pasal
A Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yaitu:

| Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.

J Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pem-
hiedelan atau pelarangan penyiaran.

1. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mem-
punyal hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan
gagasan dan informasi.

4 Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan
hkum, wartawan mempunyai Hak Tolak

Disadari bahwa kontribusi pers terhadap kehidupan ber-
Msyatakat dan bernegara berpotensi positif dalam pengeja-
W_il'ﬂihnn dimensidimensi idiil, materiil, dan profesional. Ketiga
dimiensl inl menjadi perhatian pers manakala berhadapan
dingar peran kontribusinya dengan masyarakat, pemerintah,
it pers [ty sendiri. Sistem pers nasional, sebagaimana dise-
Bitkan dalam penjelasan Undang-Undang No. 21 Tahun 1982,
W impnyal cirl-cirl sebagai berikut: Pertama, dari segi idiil secara
whill keeatif, dan positif memberi sumbangan ke arah tegaknya
hubilelupinn Demokrasi Pancasila.®

Darl sl materiil, secara aktif, kreatif dan positif memberi
siimbiangan ke arah tegaknya demokrasi ekonomi sesuai dengan
Ktenituan pasal 33 UUD 1945, dalam pengelolaan usaha pener-
Wiban pers di negeri kita. Ketiga, secara profesional, bernafaskan
kb hissan yang bertanggungjawab dengan dukungan keteram-

L Rl Sstem Pers indonesia, Jakarta: Gunung Agung, 1985, h. 122
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bahkan sampal diikuti oleh beberapa stasiun televisi swasta

pilan di bidang pengabdiannya yang mampu memberi isi serta
sohingeas hampir seluruh masyarakat percaya akan hal itu.”

bobot pada asas kebebasan yang bertanggungjawab.’
Dalam menciptakan keseimbangan dengan tanggungjawab
terhadap kebebasan pers, maka pers dibatasi oleh kode etik yang
seharusnya menjadi landasan insan pers dalam berkiprah. Pada
pendahuluan Kode Etik Jurnalistik disebutkan bahwa]
kemerdekaan pers harus dilaksanakan dengan tanggungjawab
sosial serta jiwa Pancasila demi kesejahteraan dan keselamatan
bangsa dan negara. Karena itulah PWI menetapkan. Kode Etik
Jurnalistik untuk melestarikan asas kemerdekaan pers yang
bertanggungjawab.™
Atas dasar inilah pers mampu mencari, mengeksplorasi dan
mewartakan semua jenis berita, termasuk mengkritisi pemerins
tah. Namun perlu diingat kembali bahwa disamping tunduk pada
undang-undang, pers juga wajib mentaati kode etik jurnalistiks
Pelanggaran-pelanggaran terhadap undang-undang dan kode
etik sangat mungkin dilakukan oleh pers. Oleh karena kebebasa
yang dimiliki pers tersebut secara otomatis berimbas pada pes
langgaran hukum pers dan diperlukan penegakan hukum.
Contoh pelanggaran : Salah satu contoh kasus kekeliruan
berita di news online adalah kasus Imanda Amalia yang
dikabarkan sebagai WNI yang tewas saat kerusuhan di Mesif
bulan Februari 2011 lalu. Berita ini diperoleh dari sebuah pe
ing di akun facebook milik Science of Universe. Imand
dikabarkan berada di Mesir sebagai relawan United Nation!
Relief and Works Agency (UNRWA). Meski belum ada kejelasa
data dari Kedutaan Besar maupun dari Kementerian Luar Nege
namun beberapa news online seperti detik.com dan tribunnew
telah memberitakan hal tersebut di running news mereka

Namun rupanya berita tersebut hanyalah isu belaka, pada
akllrnys Kemenlu Rl memastikan bahwa tidak ada WNI yang
towns di Mesir. Meskipun demikian, kekeliruan berita dalam
fiews online adalah sering dianggap sebagai hal wajar karena
Mieinang para wartawan media online harus bersaing untuk
mendapatkan berita tercepat dan karena pemuatan berita
tersehiut bersifat running news, sehingga berita yang salah dapat
it satkl dalam berita terbaru yang dimuat. Inilah rupanya yang
Msibat masyarakat jarang sekali protes bila ada kekeliruan
herita ol news online,™

Pasul 14 Undang-Undang Hak Asasi Manusia Tahun 1999
Hisiperkuat pengakuan hak warga negara di dalam aktifitas pers
wiginitl
{1) Setlap arang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh

Informasl yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi
i lingkungan sosialnya.

{4} Setiap arang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,
menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi
dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia

Muskipun hak-hak warga negara tersebut secara konsti-
Bstestial ekl dalam WUD 1945 dan Undang-Undang HAM 1999,
whan ot tidak serta merta mendapatkan kebebasan yang
abinailit, aela renge atau batasan-batasan terhadap penggunaan-
Iiya

Mengingat betapa luasnya pergerakan pers dalam
Iwiudkan kebebasan dan kemerdekaannya dan agar mampu

EOh A ek o logspot co.id/2013/11 /tiga-contoh-kasus-mnengenai-
-[Iqhuqlqu Wil albahosns |j|||Ju I.Illﬂg.ll i SEp!Emhﬂl 2015
o 1]

®  lbid
w gGundar Banjarnahor, Wortawan Freelance, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, h.23
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berjalan dengan menjiwai nilai-nilai pancasila dan UUD Rl Tahun
1945, maka para pihak yang terlibat seperti stekholder,
pemerintah dan masyarakat harus saling bekerjasama menjaga
keseimbangan demi tercapainya ketertiban. Tujuan huku
menurut Gustav Radburch meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kepastian
keadilan dan kemanfaatan. Sedangkan untuk mewujudkannya
diperlukan penegakan hukum terhadap pelanggaran-
pelanggaran yang dilakukan oleh subjek hukum. Nilai-nilai
kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hanya ada di dalam
Undang-Undang dan yurisprudensi.

YOy sungat sulit seperti ini dapat digunakan cara-cara yang heu-
b

Menurut Zudan Arif Fakrulloh, penulisan hukum normatif
merupakan penulisan yang menggunakan objek kajian utamanya
norma, kaidah atau Undang-undang. Dalam konteks aliran
positivisme hukum, obyeknya adalah hukum positif.™® Fokus
penulisan hukum normatif ini meliputi deskripsi, sistematisasi,
i interpretasi hukum positif disamping preskriptif dengan
memberikan penilaian atau evaluasi terhadap hukum positif
suita merekomendasikan amandemen terhadap aturan hukum
PORINE yang dikaji.'®
1.2. Metode Penulisan Fenulisan hukum normatif tidak mengenal penulisan

Metode yang digunakan dalam penulisian buku ini adalahl fyy i dan tidak disertai studi kasus, meskipun dalam bagian-
metode hukum normatif. Menurut Johny Ibrahim, penulisanl fiuuian tertentu disebut kasus tertentu, akan tetapi hal itu
hukum normatif merupakan suatu prosedur penulisan ilmiahl@ §uiyulul sekedar penyebutan saja agar diperoleh gambaran
untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan® subilus dan singkat. Dalam penulisan hukum normatif ini tidak
hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang ajeg dalam@ yilukikun pendalaman khusus terhadap materi atau substansi
penulisan hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiahl® kysis yung bersangkutan secara mendalam dan tuntas.
dan cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum ya
obyeknya adalah hukum itu sendiri.” L Pendekatan Masalah

Feridekatan yang digunakan dalam penulisan ini ialah pen-
dikatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-unda-
AR, menurut Peter Mahmud merupakan pendekatan dengan
MEnggunakan legislasi dan regulasi,'” Kegiatan deskripsi,

Dalam mencari bahan penulisan, dilakukan secara heuris
tic, karena persoalan yang diteliti ini sangat sulit. Hingga saati
penulis belum menemukan adanya hasil penulisan yan
membahas terhadap subsatansi yang sama. Penulisan tenta
pers memang banyak, namun topik yang diteliti dari sisi pes
bandingan hukum pers. Persoalan kepastian hukum dan jaming

kemerdekaaan juga banyak diperdebatkan baik dikalanga SRy Wiehinman, Researching and Writing in Law, Riverwood: Karolina Kocalevski,
UL T
- isi upun masyarakat secara luas
qualar?gan praktl_'.l hUkulm maup Y la W AV P akiulioh, Metode Penwlisan Hukum, Materi Kuliah Program Studi Mag-
Maka itulah Terry Hutchinson berpendapat, untuk persoala IRI8E (e buikyim Program Pasca Sarjana Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
a1
SRR, dislaim Titon Slamet Kurnia, Hok Atos Kesehatan Optimal Sebagai HAM
WA, Bandung: Alumni, 2007, h, 20,

1 johny Ibrahim, Teori don Metode Penulisan Hukum Normatif, Malang: Bayu PR M Marsukl, Penulison Hukum, ED.1 Cet. 6, Jakarta: Kencana, 2010, h.
Publishing, 2007, h. 57. W
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sistematisasi dan interpretasi hukum positif bertumpu pad

konsep-konsep hukum yang relevan.

2. Sumber Bahan Hukum
Sumber penulisan ini disamping menggunakan bahan h

kum primer juga menggunakan bahan hukum sekunder. Penu
lisan ini juga menggunakan bahan non hukum. Untuk bahan
hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945, KUHP

KUHPerdata, Undang-undang Pers, Undang-Undang HA

sekunder terutama adalah buku teks berisi mengenai prinsig

prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik pard

sariana yang mempunyai kualifikasi tinggi, tulisan-tulisan tenta

hukum baik dalam bentuk buku maupun jurnal-jurnal, komenta

atas putusan pengadilan, tesis, disertasi hukum.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan penulisan diperoleh melalui studi kepustakaan, jent
data meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekundel
Bahan hukum primer dalam penulisan ini berupa bahan-bahal
hukum yang mengikat, seperti norma atau dasar, peratural

dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidé
dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum dai

zaman penjajahan.’®, yaitu peraturan perundang-undangan yan
terkait dengan kegiatan pers. Sedangkan bahan hukum sekundt

dalam penulisan ini berupa buku-buku teks yang berkualifika
tinggi, yang memberikan tambahan penjelasan atas baha
hukum primer.

# goerjono Soekanto dan Sri Mamuii, Penulisan Hukum Normatif, Jakarta: K
Grafindo Persada, 1995, h. 13.
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#  Analisa Bahan Hukum

Dalam menganalisis bahan hukum, patokan mengenai
habinarannya dilihat dari segi pengkajian ilmu hukum dapat
ikt ehar) fungsinya dalam kehidupan praktis. Bahan-bahan
yang terkumpul dianalisis, diklasifikasikan, diinventarisasi dan
diddeskripaikan berdasarkan rumusan masalah penulisan yang
il akhirnya bermuara pada kesimpulan dan saran.

Secara lelsih lengkap, langkah-langkah penulisan ini sebagai

: i ! L
Undang-undang Penyiaran dan lain-lain. Sedangkan bahat

o Inventaiisas bahan-bahan hukum, baik primer maupun
sukunder yang relevan dengan masalah hukum penulisan.

b Mendeskripsikan ketentuan-ketentuan hukum dalam bahan-
hhai primer dan sekunder yang relevan dengan masalah
hkum penulisan. Menurut Sidharta, deskripsi atau pema-
paian marupakan kegiatan menentukan isi aturan hukum
silepat mungkin sehingga dengan sendirinya kegiatan ini
mengandung kegiatan interpelasi.”

& Sisleimatisasl, yaitu penataan masa aturan hukum yang tidak

hsratiran sehingga tidak ada lagi pertentangan di dalamnya.
Munuiut Scholten, sistematisasi, tidak hanya bertumpu pada
wapk kelogisan, melainkan juga mengungkapkan nilai-nilai
fetantu di dalam hukum, seperti keadilan dan kepastian.”
i Registan deskripsi dan sistematisasi bahan hukum akan
etiukan bantuan metode penemuan hukum, yaitu inter-
peetasl Ika norma hukumnya tidak jelas; argumentasi dan
pRiRnpitan hukum (keduanya disebut dengan konstruksi) jika
Wl kskosongan hukum; dan jika terjadi antinomi atau konflik
S bk digunakan prinsip derogasi atau preferensi.

" Hetimied meinl Widiyarta, Mofleksi Tertang Struktur Hmu Hukum, Bandung: Mandar
Bl B0 B 140150

BBl R bitbmn, Steuskia v Mukum, Bandung: Alumni, 2003, h. 5-53.
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BAB Il
JAMINAN KEMERDEKAAN PERS DI
INDONESIA

1 Peranan Pemerintah dalam Menjamin Kemerdekaan
Pors

Pelaksanaan kebebasan pers di Indonesia sebenarnya telah
NI sejak tanggal 15 Juli 1999, ketika menteri penerangan
B sant ity mempermudah prosedur mendapatkan SIUPP.
phwbiasan pers di Indonesia kemudian memperoleh landasan
MBI yang kuat ketika Undang-Undang No. 40 Tahun 1999
BRI Pues diberlakukan pada tanggal 23 September 1999,

Namun, dalam implementasinya, kebebasan pers masih
i uluh diterapkan, masih mencari formatnya yang ideal bagi
NS i ndunesta, Dalam kondisi transisional ini dapat dikatakan
W masalah pokok pers Indonesia adalah masalah penerapan
AR igan antara kebebasan dan pembatasannya atau tang-
MR Iwabinya. Karena itu muncul dua wacana yang Paradoksal.!

P Sk sisl ada yang menuding kebebasan pers “kebabla-
W ieeman pornografi, suka memelintir berita, melakukan
I s issassination dan asal memuat Man serta mengesam-
IR Iidealisme hanya demi keuntungan bisnisnya. Sementara
| RI8 lain berkembang wacana bahwa pihak-pihak yang
HRMpRisialkan kebebasan pers adalah pihak-pihak yang

SRl Muiaiil, Ancaman Kebebasan, UNESCO. 2002. h. 66
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fransformasi, kebebasan informasi, dan kebebasan pers
sohisgal bagian dari proses demokratisasi dan merupakan
funomaena global di mana Indonesia mau tidak mau harus
2.2. Sikap Pemerintah terhadap Kemerdekaan Pers Ll di dalamnya. Oleh karena itu secara konsisten, segenap
Pada dasarnya sikap pemerintah terhadap kebebasan pe kamponen bangsa har_us turut sert:a 'menmptlakan iklim yang
di Indonesia sudah sinkron dengan keinginan masyarakat Ind Mandusif untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan.
nesia, termasuk komunitas persnya, yakni harus terus menca
berupaya untuk mempertahankan adanya kebebasan pef
pemerintah tidak pernah memiliki keinginan untuk melakuks

menggugurkan pers Indonesia, dikontrol kembali seperti ya
terjadi di zaman Orde Baru.’

Dengan demikian peranan pemerintah di bidang komunikasi,
infurmasl, dan media massa diarahkan untuk:

1} Meningkatkan kualitas demokrasi.

penataan (pengendalian) terhadap kehidupan pers, karel J) Menciptakan transformasi, kebebasan memperoleh
sudah ada UU No. 40 tahun 1999 yang menjamin kebebas \nformasl, dan kebebasan pers melalui fungsi regulator
pers. Pemerintah justru berupaya menjadi fasilitator agar keb dalam melindungi masyarakat bukan untuk kepentingan
basan pers tidak mendapat hambatan dari institusi mana pu kbuasaan

namun mengedepankan norma-norma yang ada. 4 Menjadi fasiiitator dibidang komunikasi, informasi, dan
Selain itu pemerintah juga akan terus berupaya unfi medin massa.’

meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tenta

kebebasan pers. Masalah-masalah yang berkaitan dengan pe ." Watas Batas Kemerdekaan Pers

SEat dﬁEIES&'k_an mlealm G da_n il vgng i RUiiLA peraturan yang sangat membatasi kehidupan pers
SEple'l't',memlu:j,Ta: jg?va:, h?k kTEkS" atg:tmhezim:a:a:i | ian Cide Baru tiba-tiba hilang dengan sendirinya ketika
:;?;kaa:lpzfgsasel:a ;najs:a:::;?iatI:n?::irgler:bangakan :? 3 i limbang yang ditandai dengan mundurnya Presiden
dekaan pers melalui pembentukan dan pengembangan e #48 dlarl tampuk kekuasaannya pada 21 Mei 1998 dan
baga-lombaga pemantau media (media Pt wllgiis menandal lahirnya sebuah era baru yang disebut era

\ LA Vb laima setelah itu dibuatlah undang-undang pers

Sikap pemerintah tersebut juga tercermin dalam paradigh Watll uitiuk menggantikan undang-undang pers yang
baru peranan pemerintah di bidang komunikasi, informasi, ¢ ( bt il iussa Orde Baru, Undang-undang itu adalah undang-
media massa : R N AD tahun 1999 tentang Pers.

4. Pemerintah menempatkan diri pada posisi sebagal pemi Wil ndang pers produk era reformasi itu tidak lagi
kebijakan, regulator, motivator, dan fasilitator. Sedangkiliy lite teitang kebebasan dan tanggung jawab pers, tetapi
peranan operator (pelaksana) diarahkan hanya pada sektofgy Wikan semangat kemerdekaan pers, karena pers tidak lagi
sektor publik yang tidak ditangani pihak swasta (non-pra# Whai ek Surat lzin Terbit atau Surat lzin Usaha Pener-

! lbid
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bitan Pers bagi media cetak dan tidak lagi dihantui oleh ancam@aiii meliput media cetak, media elektronik dan media lainnya

pembredelan yang mencabut hak hidup suatu perusahaan pef@ifiupakan salah satu sarana untuk mengeluar-kan pikiran

Semangat kemerdekaan pers ditegaskan berkali-kali dalafg®'#*" lisan dan tulisan tersebut.

undang-undang ini, sehingga undang-undang ini betul-bef Agat pars berfungsi maksimal sebagaimana diamanat-kan
membawa semangat kemerdekaan pers. Hal ini bisa dilihasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, maka perlu dibentuk
dalam pertimbangannya : pelaiig unidang tentang pers. Fungsi maksimal itu diper-lukan
Wiie keimerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedau-
Lai fakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam
phildupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang
Bkt s, Dalarm kehidupan yang demokratis itu pertanggung-
Wahian kepada rakyat terjamin, sistem penyelenggaraan
B L0 yai Lransparan berfungsi, serta keadilan dan kebenaran
il
Puis yang memiliki kemerdekaan informasi juga sangat
i untuk mewujudkan hak asasi manusia yang dijamin
Han Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Wl Nomer XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Ma-nusia,
e Ll vang memperoleh informasi sejalan dengan Plagam
Ritibalan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Ma-nusia Pasal
W i betbiinyl: “Setiap orang berhak atas ke-bebasan mem-
igal dlanl mengeluarkan pendapat: dalam hak ini termasuk

melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban dan perananf QR mamiliki pendapat, tanga SUREENL _dan ety
Wil menerima, dan menyampaikan informasi dan buah

dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yil ;
profesional, sehingga harus mendapat jaminan " IH'III melalul media apa saja dan dengan tidak memandang
perlindungan hukum serta bebas dari campur tangan I A BRIRS Wilyah

Panngasan kemerdekaan pers dalam undang-undang ini

paksaan manapun.
et dalam batang tububnya. Misalnya Pasal 2 menya-

Dengan demikian, semangat kemerdekaan pers yd L "Ruinerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan
terkandung oleh undang-undang ini didasarkan pada Pasal L gt berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan
Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dipertegas kemudian daliussinssl hikuim
penjelasan undang-undang ini, yaitu bahwa Pasal 2 Unda
undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat d
berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, pall SRR R, ki Media Nasional, Pustaka Irvan Ciputat, 2006, h. 184.

a. Bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujl
kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penti
untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbang
dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekai
mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercan
dalam Pasal 28 Undang-Undang dasar 1945 harus dijamil

b. Bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa ¢
bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatak
pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hi
memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia '
sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadi
dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, @
mencerdaskan kehidupan bangsa;

¢. Bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi mas!
penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dap
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lhgenal perusahaan pers Pasal 9 ayat (1) undang-undang ini
Wiwitakan bahwa setiap warga negara Indonesia dan negara
Wik mendirikan perusahaan pers.

Dalam penjelasannya dikatakan bahwa setiap warga negara
iilienis berhak atas kesempatan yang sama untuk bekerja
phiinl dengan hak asasi manusia, termasuk mendirikan peru-
e Al ahnan pers sesual dengan ketentuan peraturan perundang-

nilangan yang berlaku. Ditambahkan bahwa pers nasional

Wiyl fungsi dan peranan yang penting dan strategis
Wl kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
SIRia 1L, negara dapat mendirikan perusahaan pers dengan
etk lembaga atau badan usaha untuk menyelenggara-

b sl pers * Mengenai Dewan Pers Pasal 15 undang-undang

Kemudian Pasal 4 menyatakan:
(1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga nega-
(2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensora

pembredelan atau pelarangan penyiaran.

(3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional memg
nyai hak mencari, memperoleh dan menyampaikan gaga

Dalam penjelasannya Pasal 4 ayat (1) dikatakan bahy
dengan “kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi waf
negara” adalah bahwa pers bebas dari tindakan pencegahg
pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat unt
memperoleh informasi terjamin. Kemudian dijelaskan bah|
kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadariil! Hfyatakan bahwa
akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksatlibl Rl upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan
kan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkill™ Wsningkatkin kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers
dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hatinu raniins@  yang ndependen
Hewan Mo melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

pers.
Selanjutnya Pasal 4 ayat (2) dikatakan bahwa penyenso melindungl kemerdekaan pers dari campur tangan pihak
pembredelan, atau pelarangan penyiaran tidak berlaku pa ™
media cetak dan media elektronik. Siaran yang bukan merupal ,
Cielakukan pengka i
bagian dari pelaksanaan kegiatan jurnalistik diatur dalam ket pos | pengkajian untuk pengembangan kehi-dupan

tuan undang-undang yang berlaku. Semangat keme rdekaan pi
juga terlihat dalam ketentuan undang-undang ini menge
wartawan, perusahaan pers, Dewan Pers, pers asing, dan péf
serta masyarakat dalam kehidupan pers.

Mengenai wartawan Pasal 7 ayat (1) Menyatakan ba
wartawan bebas memilih organisasi wartawan. Karena organt
wartawan di era reformasi banyak bermunculan, organi
wartawan yang diakui tidak lagi bersifat tunggal, yaitu Persat
Wartawan Indonesia (PWI), seperti di masa Orde Bal

Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik
irnmhintik,

Maiberikan pertimbangan dan mengupayakan penye-
Maalun pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang
Bt hbiingan dengan pemberitaan pers;
Misnninbangkan komunikasi antara pers, masyara-kat,
Wi pererintah,

¥ Ibid h,185
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f menfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam me-nyus@iiniintah, seperti yang terjadi di masa Orde Baru. Misalnya
peraturan-peraturan di bidang pers dan me-ningkat@iehiis Dewan 'ers harus selalu Menteri Penerangan (Pasal 7 UU
kualitas profesi kewartawanan; L1 Tahun 1966, sebagaimana telah diubah dengan UU No:

67 dan ke ' i di !
g. mendata perusahaan pers. “l:i;;m 1967 dan kemudian lagi diubah dengan UU No: 21 tahun
(3) Anggota Dewan Pers terdiri dari: Maungenal pers asing aturannya tidak lagi ketat seperti yang
a. wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan; It dalam undang-undang pers di masa Orde Baru, tetapi

b. pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organi-s§ '/l lebiih lunak. Dalam Pasal 16 Undang-undang No: 40 Tahun
- perusahaan pers; UON dikatakan bahwa peredaran pers asing dan pendirian

s Wiwakilan perusahaan pers asing di Indonesia di-sesuaikan
i rs dan atau komu
. ;Zt?h;::Sﬁf::::_zl';::;:'f:;gnz: yang dipilih @ Hai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ber-

5 ki Selanjutnya mengenai peran serta masyarakat Pasal 17
isasi i rusahaan pe
organisasi wartawan dan ors:msa;: ;?;?h o IPﬂ MR Indang ini menyatakan:
i ilih dari calon d
(4) Ketus dan Walkil Ketua Dewan Fers dip ) Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengem-

w4 hangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh
(5) Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalamag o BRE diperiukan.

(3) Pasal ini ditetapkan dengan keputusan presiden.
(6) Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tah

calon sesudah itu hanya dipilih kembali untuk satu peri¢

| Keplatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat
hieiiipa

4 memantau dan melaporkan analisis mengenai pelang-

berikutnya. , garan hukum, etika, dan kekeliruan teknis pemberitaan
(7) Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari: yang dilakukan pers.
a. organisasi pers; Mmenyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers
b. perusahaan pers; dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers
c. bantuan dari negara dan bantuan lain yang tid aslonal
mengikat.

ttapl dengan kemerdekaan pers tidak berarti bahwa pers
Dalam penjelasan Pasal 15 ayat (1) di atas dikatakan balgy lileh berkembang tanpa dilandasi oleh undang-undang ini
tujuan dibentuknya Dewan Pers adalah untuk mengembanglius mengatur fungsi, kewajiban, peranan dan ketentuan lainnya
kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas serta kuantiuy harus ditaati oleh pers. Misalnya Pasal 3 menyatakan:
pers nasional. | Fois naslonal mempunyai fungsi sebagai media informasi,
Satu hal penting yang menonjol pada Dewan Pers ac al pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
bahwa lembaga pers itu tidak lagi didominasi oleh peja
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Lampiran

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1999
TENTANG
PERS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

a.

bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud
kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting
untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan
mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana
tercantum dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945
harus dijamin;

bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan
pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak
memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia
yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan
keadilan dan kebenaran, memajukan kesejateraan umum,
dan mencerdaskan kehidupan bangsa;

bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa,
penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat
melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranan-
nya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers
yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan
perfindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan
paksaan dari manapun;

bahwa pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,
dan keadilan sosial;

bahwa Undang-undang Nomar 11 Tahun 1966 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 dan
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